Bangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak

PALANGKA RAYA -Sampai saat ini, Pendapatn Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya, hampir 50 persen
disumbang dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Palangka Raya sangat berharap, para wajib pajak untuk lebih sadar dan peduli untuk membayar
pajak.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Aratuni D
Djaban saat talkshow di KPFM Palangka Raya, Selasa (20/10) pagi.

Dikatakan Aratuni bahwa, masyarakat diminta untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar
pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. “Jadi, masyarakat diminta peduli dan sukarela, meski sebenarnya
ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak,” ungkap Aratuni.

Menurutnya, hingga Triwulan III, sudah tercapai 75 persen dari target. Dirinya yakin, pada Triwulan IV,
target pajak dan retribusi sebesar Rp 92 miliar akan tercapai 100 persen. Apalagi, perekonomian di Kota
Palangka Raya mulai membaik sejak pandemi Covid-19.

Dirinya menjelaskan, untuk Tahun 2021, taget akan kembali dinaikkan. Menurutnya, ada beberapa potensi
pajak dan retribusi yang belum tergali secara maksimal, seperti pajak sarang burung walet dan pajak menara
telekomunikasi dan reklame.

“ Ketiga pajak ini akan kita maksimalkan di Tahun 2021. Kita akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari
semua elemen untuk penggalian pajak ini,” ungkapnya.

“Saat ini, ada 358 gedung sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Ada 236 menara telekomunikasi
berdiri di Palangka Raya. Dan masih banyak reklame belum membayar pajak. Ini yang akan kita gali di Tahun
2021,” ungkap Aratuni.

Dalam talkshow tersebut, mewakili Wali Kota Palangka Raya, dirinya mengucapkan terima kasih kepada para
wajib pajak yang telah membayar pajak kepada pemerintah. Menurutnya, pajak adalah dari, oleh dan untuk
rakyat.

“Pajak berasal dari, oleh dan untuk rakyat sendiri. Jadi, semua akan kembali kemasyarakat dalam bentuk
pembangunan dan yang pasti untuk kesejahteraan masyarakat,” puskasnya.
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Catatan Berita:

e Pada Pasal 114 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
disebutkan Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnyapajak dan paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.



e Sebagai tambahan, di ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

e Pada Pasal 122 ayat 1 dan 2 menekankan, hak unutk melakukan penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sedangkan kadaluarsa tersebut dapat
dinyatakan tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
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